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GUBEKYUR SULAWESI TENGGARA 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR : IO TAHUN 2014 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara maka 
dalam rangka optimalisasi pelayanan pengadaan barang/jasa, 
dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Biro 
Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang 
Standar Pelayanan pada Biro Layanan Pengadaan Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 385 1); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012; 

13. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013; 
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14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 
Nomor 1); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 1). 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR 
PELAYANAN PADA BIRO 
SEKRETARIAT DAERAH 
SULAWESI TENGGARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

TENTANG STANDAR 
LAYANAN PENGADAAN 

PEMERINTAH PROVINSI 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 

6. Biro Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tenggara selanjutnya disebut BLP adalah Unit Organisasi Struktural yang 
bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/ jasa 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara, terintegrasi danterpadu 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
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8. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah suatu tolak 
ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji dari 
penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dan pengguna dalam 
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terarah 
dan terukur. 

9. Indikator Standar Pelayanan adalah tolak ukur prestasi kualitatif dan 
kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang 
hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SP tertentu, berupa masukan, 
proses, hasil dan/atau manfaat serta evaluasi pelayanan. 

10. Kompetensi personal adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
petugas meliputi: pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan 
perilaku. 

11. Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan dilakukan, baik pemberi 
maupun penerima layanan termasuk pengaduan 

12. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan 
menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau 
kegiatan apakah sesuai dengan SP atau tidak; 

13. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas yang diperlukan untuk 
mendukung penyelenggaraan pelayanan. 

14. Mekanisme penanganan pengaduan adalah tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BAB 11 
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSJ 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 
SP BLP disusun dengan maksud sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pada 
BLP. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 3 

Tujuan penetapan SP BLP adalah: 
a. memberikan pedoman bagi BLP dalam penyelenggaraan pelayanan 

pengadaan barang/ jasa. 
b. mewujudkan sis tern penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/ jasa 

yang efektif, efisien, transparan, kredibel, akuntabel, dan berkeadilan. 
c. menjamin hak-hak masyarakat dan pengguna dalam memperoleh 

pelayanan pengadaan barang/jasa secara proporsional. 
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Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 4 
Fungsi SP BLP adalah: 
a. sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja BLP. 
b. sebagai tolak ukur kinerja BLP. 

BAB III 
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN 

Pasal5 
(1) Komponen SP BLP meliputi: 

a. Dasar hukum pelayanan; 
b. Persyaratan 
c. Sistem, Mekanisme clan Prosedur pelayanan BLP; 
d. Jangka waktu penyelesaian 
e. Biaya/ tarif layanan 
f. Prociuk Iayanan 
g. Sarana clan prasarana; 
h. Kompetensi personal; 
1. Pengawasan Internal; 
j. Mekanisme penanganan pengaduan clan saran 
k. Jumlah personel BLP; 
I. Jaminan pelayanan 
m. Jaminan keamanan 
n. Evaluasi Kinerja Personal 

(2) Komponen SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran clan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal 6 
Kepala BLP bertanggung jawab dalam mengimplementasikan SP BLP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

BAB IV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 7 

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah. 
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BAB V 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 8 

(1) Gubemur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian 
kinerja BLP sebagaimana yang ditetapkan dalam SP BLP melalui SKPD 
yang memiliki fungsi pengawasan. 

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretariat Daerah 
dan Jnspektorat. 

Pasal9 

BLP melakukan survey Jndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 
penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya satu 
tahun sekali. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara. 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal I( - 0I - 2014 

GUBERNUR S L WES! TENGGARA 

NUR ALAM 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 

LUKMAN ABUNAWAS 

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
TAHUN 2014 NOMOR: 10 
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